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BAB III

DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

GUGATAN WARIS ANAK ANGKAT (Studi putusan Nomor

0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)

A. Kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 dan

diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama

Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax.

(0341) 395786 e-mail:mail@pa-malangkab.go.id. / pa.kab.malang@gmail.com,

yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan Surat No: 590/259/429.011/1997

tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat No: 143/1721/429.012/1997 tanggal 9

Oktober 1997 dan Surat Keputusan Bupati KDH. Tk. II Malang nomor

:180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan

Lokasi untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan

Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.1

Tanah tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat

Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Hak Milik nomor : 72,

Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa

1 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “sejarah dan daftar hukum”, dalam http://www.pa-
malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/sejarah-dan-dasar-hukum#, diakses tanggal 03 Juni
2016.
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Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah

bersertifikat hak pakai atas nama Departemen Agama CQ, Pengadilan

Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005.2

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan

Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama sebagaimana diatur dalam

Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan

wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi). Kewenangan relatif Pengadilan

Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama

berkedudukan di Ibu Kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi

wilayah Kota dan Kabupaten.3

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan

daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Wilayah hukum Pengadilan

Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten

Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu

yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa

Timur menjadi Kota Batu dan walikotanya telah dilantik pada tanggal 22

Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan, meliputi

2 Ibid,.
3 Mustafa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), 11.
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389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3

(tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.4

2. Kewenagan Absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk

mengadili berdasarkan materi hukum. Kekuasaan Pengadilan di

lingkungan  peradilan  agama  adalah  memeriksa,  memutus,  dan

menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat

tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Setiap perkara yang

tidak termasuk bidang kewenangannya secara absolut, maka pengadilan

tidak berwenang mengadilinya.5

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan

tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen ke dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diamandemen

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

menjelaskan bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Agama meliputi:

Perkawinan (izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan

perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), cerai talak, cerai gugat,

harta bersama, kelalaian atas kewajiban suami istri, penguasaan anak,

4 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “sejarah dan daftar hukum”, dalam http://www.pa-
malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/sejarah-dan-dasar-hukum#, diakses tanggal 03 Juni
2016.
5 Mustafa, Kepaniteraan Peradilan Agama..., 9.
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nafkah anak, hak-hak mantan istri, pengesahan anak, pencabutan

kekuasaan anak, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap

wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran, isbat nikah, dispensasi

kawin, wali adhol), waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqoh dan, ekonomi

syari’ah.6

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengadili  perkara

yang  menjadi  kewenangannya harus menganut asas personalitas

keislaman, sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.7 Artinya bahwa pihak-

pihak yang berperkara harus beragama Islam atau pada saat terjadi

hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

B. Deskripsi Putusan Perkara Gugatan Waris Anak Angkat Nomor

0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg adalah perkara

gugatan waris anak angkat yang terjadi di Pengadilan Kabupaten Malang.

Perkara ini diajukan oleh pihak Penggugat kepada Pengadilan Agama

Kabupaten Malang atas nama Agus Toha Fauzi bin Supi’i yang mendalilkan

dirinya sebagai anak angkat dari Fatchul Isya’i yang merupakan ahli waris

dari Achmat Yakut, umur 39 tahun, agama Islam, swasta, tempat tinggal

6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama Pasal 49.
7 Ibid, Pasal 2.
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Kelurahan Arjowinangun Blok BB 05 ,RT.  08 , Rw. 09, Kecamatan

Kedungkandang, Kota Malang.8

Melawan para tergugat atas nama: Pertama, Lailatul Nuroniyah binti

Sukinto selaku cucu dari Abdul Halim yang merupakan ahli waris dari

Achmat Yakut, umur 31 tahun, agama Islam, guru SDN, tempat tinggal di

Jalan Raya Koramil RT.001 RW.007, Desa Bululawang, Kecamatan

Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai tergugat I.9

Kedua, Ulfa Ragil Safitri binti Sukinto selaku cucu dari Abdul Halim

yang merupakan ahli waris dari Achmat Yakut, umur 27 tahun, agama

Islam,wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Koramil RT.001 RW.007,

Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya

disebut sebagai tergugat II.

Ketiga, Miftachul Nafsiah binti Abdul Halim, umur 20 tahun, agama

Islam, tempat tinggal di Dusun Seragan Gang Jowar RT.005 RW.009, Desa

Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut

tergugat III.10

Keempat, Hj. Jamilah binti Jadi selaku istri dari Abdul Halim, umur

69 tahun, agama Islam, swasta, tempat tinggal di Dusun Segaran Gang

Jowar RT.005 RW.009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten

Malang, bertindak atas nama anaknya yang belum dewasa bernama

Muhamad Riski Ardiansyah bin Abdul Halim, umur 15 tahun, agama Islam,

8 Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
9 Ibid.
10 Ibid.
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pelajar, tempat tinggal di Dusun Segaran Jowar RT.005 RW.009, Desa

Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut

tergugat IV.11

Sengketa dalam putusan ini adalah sengketa warisan yang dikuasai

oleh tergugut I dan II. Gugatan ini diajukan atas sebidang tanah sawah, Buku

Huruf C No.643 Persil No.123, Kelas S.II, Luas ± 5.930 yang merupakan

harta peninggalan dari Achmat Yakut dan ibu Sabichis yang terletak di Desa

Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan batas-

batas: sebelah utara berbatasan dengan irigasi, sebelah timur berbatasan

dengan jalan kampung, sebelah selatan berbatasan dengan pabrik jagung,

sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak menuju sungai.12

Setelah Achmat Yakut meninggal dunia pada hari kamis tanggal 31

Juli 1980, tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Abdul Halim,

sedangkan saudaranya yang bernama Fatchul Isya’i telah meninggal dunia

pada tanggal 24 Desember 1982. Sewaktu tanah tersebut dalam penguasaan

Abdul Halim, penggugat telah meminta agar harta peninggalan tersebut

dibagikan, namun Abdul Halim hanya menjanjikannya, dan harta tersebut

belum juga dibagikan sampai Abdul Halim meninggal dunia pada tanggal 21

Juni 2014. Setelah Abdul Halim meninggal dunia tanah tersebut dikuasai

oleh anak dari Abdul Halim selaku tergugat I dan tergugat II.13

11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
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Penggugat juga sudah berulang kali meminta baik-baik secara

kekeluargaan kepada tergugat I dan tergugat II dengan lisan, maupun melalui

kantor Desa Wandanpuro agar harta dibagi 2 (dua), namun tergugat I dan

tergugat II menyatakan keberatan karena penggugat bukanlah anak kandung

dari Fatchul Isya’i.14

Sejak tanggal 22 Desember 2014 sebagian obyek sengketa dikuasai

oleh Penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah sering mengupayakan

penyelesaian secara kekeluargaan atas penguasaan obyek sengketa tersebut,

baik dengan bertemu secara langsung maupun meminta bantuan melalui

Kantor Desa Wandanpuro namun niat baik penggugat tidak ditanggapi oleh

para tergugat, bahkan sudah dipanggil dengan surat 2 (dua) kali oleh kepala

Desa Wandanpuro namun tetap tidak datang.15

Gugatan ini diajukan berdasarkan hukum waris dan UU No. 3 Tahun

2006. Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan

sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, kasasi, dan

upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).16

Perkara ini diajukan oleh penggugat karena para tergugat dinilai tidak

mempunyai itikat baik untuk membagi harta warisan/ objek sengketa, maka

14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
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penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar

memperoses perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.17

Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara

selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya khususnya alasan

(argumen), yang telah diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian

menganalisis dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang berlaku

dalam lingkungan Pengadilan.18

Adapun masalah gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang berdasarkan dalil-dalil penggugat sampai pada replik

penggugat, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan berbagai

dasar dan pertimbangan hukum.19

Majelis Hakim telah memastikan bahwa perkara ini merupakan

wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, baik secara absolut

maupun relatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenagan absolut dari

Pengadilan Kabupaten Malang.20

Asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal

118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas forum rei sitae (tempat

benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR, dan Pasal 54 Undang-Undang

17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
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Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa ketentuan hukum acara yang

berlaku di lingkungan peradialan umum juga berlaku bagi peradilan agama.

Perkara ini merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Kabupaten

Malang berdasarkan keterangan di atas.21

Surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh kedua belah pihak

berperkara telah memenuhi syarat, berdasarkan Pasal 123 HIR, Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung

RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan

penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat

telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah

disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada

dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat.22

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan. Para pihak

juga telah menjalani mediasi oleh mediator akan tetapi tidak berhasil, maka

ketentuan dari Pasal 130 HIR jo dan Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008

telah dilaksanakan dengan maksimal.23

21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
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Setelah diperiksa secara cermat surat gugatan penggugat, jawaban

tergugat, sampai pada replik penggugat, majelis hakim telah menemukan

fakta-fakta sebagai berikut:24

1. Penggugat sebagai pihak yang mangajukan gugatan pembagian harta

warisan mendalilkan dirinya sebagai anak angkat.

2. Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai ahli waris

pengganti dari orang tua angkatnya.

3. Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, telah mengkumulasikan

gugatan waris dengan permohonana penetapan pengangkatan anak.

Majelis hakim telah memberikan pertimbangan atas fakta yang

telah ditemukan, yaitu:25

1. Fakta hukum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan

perkara gugatan warisan dibolehkan sepanjang anak angkat yang

dimaksud adalah anak angkat yang sah menurut hukum, sebagaimana

yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (h) secara

definitif disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang

tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah anak angkat yang

telah diangkat berdasarkan adat, oleh karena itu penggugat

24 Ibid.
25 Ibid.
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mengkumulasi gugatan pembagian waris dengan permohonan penetapan

pengangkatan anak atas dirinya. Keterangan tersebut membuktikan

bahwa kedudukan penggugat sebagai anak angkat adalah belum sah

menurut hukum, oleh karena itu penggugat tidak memiliki legal

standing untuk mengajukan gugatan waris.

2. Fakta hukum kedua, gugatan ini adalah gugatan pembagian harta

warisan dari Achmad Yakut alias Mat Yakut yang merupakan ayah dari

Fatchul Isya’i dan Abdul Halim, dan Fatchul Isya’i didalilkan oleh

penggugat sebagai orang tua angkatnya. Fakta tersebut menunjukkan

bahwa seharusnya penggugat menegaskan kedudukannya sebagai ahli

waris pengganti dari orang tua angkatnya dimaksud.

Bentuk ahli waris ada dua macam, yaitu:26

a. Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174

KHI.

b. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur berdasarkan

Pasal 185 KHI

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak

seorang ahli waris yang telah meninggal dunia diberikan kepada

keturunannya yang masih hidup sebagai berikut:

a. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris,

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka

yang tersebut dalam Pasal 173.

26 Ibid.
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b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli

waris yang sederajat dengan yang diganti.

Petitum yang tidak tegas dan spesifik meminta apa yang

dikehendaki menjadikan gugatan tidak sempurna, sebagaimana

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 yang

mengandung kaidah hukum yang menyatakan gugatan tidak sempurna,

karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut.

3. Fakta hukum ketiga, penggugat telah mengkumulasikan gugatannya,

yaitu gugatan warisan dengan permohonan penetapan pengangkatan

anak. Majelis hakim berpendapat bahwa kumulasi perkara dibolehkan

sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya, dan kalau

tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan

yang erat atau koneksitasnya, selain itu tunduk pada acara yang sama.

Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan Mahkamah Agung

antara lain:

a. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983

b. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983

c. Putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990

d. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Penggabungan gugatan antara gugatan warisan dengan

penetapan pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang

berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang

apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi sedangkan gugatan
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warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya adalah

banding. Ketertundukan pada hukum acara yang berbeda ini

menunjukkan bahwa perkara ini tidak bisa dikumulasikan.27

Majelis hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil,

karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard), karena secara formil gugatan penggugat telah

dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara materil gugatan pokok

penggugat serta jawaban dan gugat rekonvensi yang diajukan tergugat tidak

perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.28

Hakim Anggota I berpendapat lain, seharusnya perkara ini

dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu pembuktian dengan alasan sebagai

berikut:

Pasal 209 Ayat 2 KHI menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak

mendapatkan wasiat maka ia diberi wasiat wajibah atas harta peninggalan

orang tua angkatnya, hal ini berlaku sebaliknya bahwa orang tua angkat juga

diberi wasiat wajibah jika ia tidak mendapatkan wasiat atas harta

peninggalan anak angkatnya.29

Hakim Anggota I juga menggunakan pendapat Abdul Manan

sebagai salah satu doktrin hukum, yang mendefinisikan wasiat wajibah

sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara,

27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
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untuk memaksa atau member putusan wajib wasiat bagi orang yang

meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan

tertentu.30

Keterangan di atas menunjukkan bahwa anak angkat bukan

termasuk ahli waris, akan tetapi anak angkat secara hukum mendapat bagian

sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya

menggunakan pintu wasiat wajibah dan bagian tersebut merupakan hak yang

harus (bersifat imperatif) diberikan kepada anak angkat jika orang tua

angkatnya meninggal dunia. Jika ahli waris tidak memberikan bagian anak

angkat tersebut maka pengadilan baik atas permintaan anak angkat atau

secara ex officio dapat menghukum agar ahli waris memberi bagian dan hak

anak angkat tersebut dengan jalan wasiat wajibah.31

Menurut Hakim Anggota I bahwa penggugat sebagai anak angkat

mempuyai posisi hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan

kewarisan, karena anak angkat mempuyai kepentingan hukum atas obyek

sengketa yaitu bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh

ayah angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Penggugat sebagai anak angkat

boleh mengajukan gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang dikuasai

oleh ahli waris yang tidak mau memberi bagian yang seharusnya diperoleh

oleh anak angkat melalui wasiat wajibah.32

30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
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Alasan penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat

yang diangkat secara adat, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:33

1. Alasan penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang

diangkat secara adat sudah masuk pokok perkara, dan untuk

membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan proses

pembuktian.

2. Alasan tersebut telah diakui oleh para tergugat secara bulat bahwa

penggugat merupakan anak angkat dari Fatchul Isya’i yang telah

meninggal pada tanggal 24 Desember 1982, dan proses pengangkatan

anak angkat terjadi sebelum tahun 1982 sehingga dapat dipahami bahwa

pada saat itu ketentuan hukum yang terdapat pasal 171 huruf (h) KHI

belum ada karena KHI disahkan pada tahun 1991 jauh setelah proses

pengangkatan anak tersebut.

3. Hukum adat atau nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jawa termasuk di

Malang menunjukkan bahwa orang yang tidak mempuyai keturunan

pada umumnya mengangkat anak atau mengambil anak saudara

dekatnya untuk menunjukkan  pengangkatan  anak  tersebut  cukup

dengan  menikahkan  atau mengkitankan anak angkat tersebut.

4. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam

diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa kewarisan dibolehkan

untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian

memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan jalan

33 Ibid.
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wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam

putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan

Pengadilan sebagimana Pasal 171 huruf (h) KHI.

Putusan MA RI tersebut menunjukkan, bahwa seharusnya

perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian untuk membuktikan apakah

benar atau tidak penggugat merupakan anak angkat yang berhak

menuntut terhadap bagiannya yang secara imperatif harus diberikan

kepadanya melalui wasiat wajibah.

Perkara ini diputus menurut pendapat hakim mayoritas dengan isi

putusan sebagai berikut:34

1. Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. Penyebab Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Perkara Gugatan Waris

Anak Angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Majelis hakim berbeda pendapat (dissenting opinion) dalam

memutuskan perkara ini. Perbedaan pendapat tersebut mengenai apakah

perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ataukah dilanjutkan ketahap

selanjutnya yaitu pembuktian. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) ini

terjadi disebabkan adanya perbedaan dasar dan pertimbangan majelis hakim

tentang status penggugat sebagai anak angkat (legal standing) dan

penggabungan perkara atau disebut kumulasi gugatan.35

34 Ibid.
35 Ibid.
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Status penggugat sebagai anak angkat  dalam perkara ini, menurut

Ketua majelis dan Hakim Anggota II penggugat tidak memilki legal

standing untuk mengajukan gugatan ini berdasar Pasal 171 KHI yang

menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan

putusan pengadilan.36

Hakim Anggota I berpendapat bahwa penggugat memiliki legal

standing untuk mengajukan gugatan ini, dengan alasan berdasarkan dalil

penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang diangkat

secara adat dan hal tersebut telah diakui secara bulat oleh para tergugat

dalam jawabannya. Fatchul Isya’i selaku ayah angkat penggugat telah

meninggal pada tahun 1982, hal ini membuktikan bahwa saat penggugat

diangkat sebagai anak sebelum disahkannya KHI yaitu tahun 1991. Pasal

209 Ayat 2 juga telah menjelaskan bahwa anak angkat mendapatkan wasiat

wajibah jika anak tersebut tidak diberi wasiat. Mengenai dalil penggugat

yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang di angkat secara adat

hakim Anggota I berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk pada pokok

perkara dan untuk membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan

proses pembuktian.37

Perbedaan pendapat selanjutnya mengenai kumulasi gugatan

dalam perkara ini, Ketua majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa

perkara ini tidak dapat dikumulasikan karena kedua perkara tersebut tunduk

kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah

36 Ibid.
37 Ibid.
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perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi

sedangkan gugatan warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya

adalah banding. Ketua majelis dan Hakim Anggota II juga berpendapat

bahwa kumulasi gugatan dapat dilakukan sepanjang ada ketentuan atau

aturan yang membenarkannya, dan kalau tidak ada aturan yang

membolehkan maka paling tidak ada hubungan yang erat atau

koneksitasnya. Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan Mahkamah

Agung diantaranya adalah putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor

1715 K/Pdt/1983, putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990, Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.38

Hakim Anggota I berpendapat bahwa berdasarkan yurisprudensi

Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 yang menegaskan bahwa dalam

sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya dibolehkan untuk

menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian memberi bagian

1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Anak

angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam putusan MA RI tersebut

juga tidak didasarkan dengan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 171

huruf (h) KHI. Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa perkara ini dapat

dikumulasikan.39

38 Ibid.
39Ibid.


